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BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI BONE

NOMOR ¢ TAHUN 2019
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN BONE

Menimbang :

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BONE,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018

tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis

Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Bone Tahun 2019;

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4587) Sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,




Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor
5717);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016
tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018
tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1883);

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 11);




MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS

PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN BONE TAHUN
ANGGARAN 2019

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

i B
2.

Daerah adalah Kabupaten Bone.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Bone.

Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan
digunakan untuk mendanai  penyelenggaraan  pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat.

Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan
warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa
masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupanmasyarakat.
Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh
Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul

karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.
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Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa,
dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama
lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Desa.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan
kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran,
serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan,
program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi
masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat
APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya
disingkat RPJM Desa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode
6 (enam)tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa,
adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu)tahun.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa,
adalah rencana keuangan tahunan PemerintahanDesa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang
didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk
dibiayai dengan Dana Desa.

Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata
yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah
berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa).

Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan
melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup

dan kehidupan sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa
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dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara
berkelanjutan.
Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumberdaya sosial,
ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk
peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia,
dan menanggulangi kemiskinan.
Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang
memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum
mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan
masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi
kemiskinan.
Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial,
ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam
upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup
manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena
masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga
tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi,
dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
Produk unggulan desa dan produk unggulan kawasan perdesaan
merupakan upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-
usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah
Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerjasama antar
Desa.
Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa,
khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan
mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi
lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi
kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Anak Kerdil (stunting) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita
(bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga
anak terlalu pendek untuk usianya.
Pelayanan Gizi adalah rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan
gizi perorangan dan masyarakat melalui upaya pencegahan,
peningkatan, penyembuhan, dan pemulihan yang dilakukan di

masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan.




BAB 11
TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk:

a. memberikan acuan bagi Pemerintah Pusat dalam pemantauan dan

evaluasi penggunaan Dana Desa;

. memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah Provinsi dalam memfasilitasi

penggunaan Dana Desa melalui pendampingan masyarakat Desa;
memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dalam membina

dan memfasilitasi penggunaan Dana Desa;,

. memberikan acuan bagi Desa dalam menyelenggarakan Kewenangan

Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai Dana
Desa

Pasal 3

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip:

a.

keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga
Desa tanpa membeda-bedakan,;

kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang
lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan
kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;

Terfokus, mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga)
sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan sesuai
prioritas nasional, provinsi, kabupaten dan desa, dan tidak dilakukan
praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata.

kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul
dan kewenangan lokal berskala Desa;

partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat;
swakelola dan berbasis sumberdaya Desa mengutamakan pelaksanaan
secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa,
mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan
kearifan lokal;

Berdikari: mengutamakan pemanfaatan Dana Desa dengan
mendayagunakan sumberdaya Desa untuk membiayai kegiatan
pembangunan yang dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat Desa
sehingga Dana Desa berputar secara berkelanjutan di wilayah Desa

dan/atau kabupaten;




h. Berbasis sumber daya Desa: mengutamakan pendayagunaan
sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa dalam
pelaksanaan pembangunan yang dibiayai DanaDesa,

i. Tipologi Desa: mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik
geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas,

serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

BAB III
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 4

(1)Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai
pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa
dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program
dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.

(3) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-
besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas
hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan

kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik ditingkat Desa.

Bagian Kesatu

Bidang Pembangunan Desa

Pasal 5
(1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diutamakan untuk membiayai
pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial
dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas
hidup masyarakat.
(2) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:
a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan
sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
1. lingkungan pemukiman,




2. transportasi;
3. energi; dan

4. informasi dan komunikasi.

b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan

sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan
kebutuhan:

1. kesehatan masyarakat; dan

2. pendidikan dan kebudayaan.

¢. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan

sarana prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:

1. usaha pertanian untuk ketahanan pangan;

2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek
produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan
kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan
Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan

3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi
aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan
kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan

Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan

sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:

1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik
sosial,

2. penanganan bencana alam dan bencana sosial;dan

3. pelestarian lingkungan hidup.

(3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan

(1)

()

infrastruktur dan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan

kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pasal 6
Peningkatan pelayanan publik ditingkat Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), yang diwujudkan dalam upaya
peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan anak Kkerdil
(stunting).
Kegiatan pelayanan gizi dan pencegahan anak kerdil (stunting)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penyediaan air bersih dan sanitasi;




)

(3)

)

(1)

b. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil
atau ibu menyusui;

d. bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan
berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;

e. pengembangan apotik hidup desa dan produk hotikultura
untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu
menyusui,
pengembangan ketahanan pangan di Desa;dan

g. kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam

musyawarah Desa.

Pasal 7
Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa diutamakan
membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas
bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dan ayat (3)
untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan,
meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin dan
meningkatkan pendapatan asli Desa.
Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara
lain bidang kegiatan produk unggulan Desa dan/atau produk
unggulan kawasan perdesaan, BUMDesa dan/atau BUMDesa
Bersama, embung/penampungan air kecil lainnya, serta sarana
olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUMDesa atau
BUMDesa bersama.
Kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat lainnya yang
sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui

musyawarah Desa.

Pasal 8
Penanggulangan kemiskinan di Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (3) diutamakan membiayai pelaksanaan
program dan kegiatan padat karya tunai untuk menyediakan
lapangan kerja bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah




()

(3)

(4)

(5)

menganggur, keluarga miskin, dan stunting.

Kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada pada
ayat (1) dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan
mendayagunakan sumberdaya alam, teknologi dan sumberdaya
manusia di Desa.

Pendayagunaan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan pembiayaan Dana
Desa untuk bidang pembangunan Desa paling sedikit 30% (tiga
puluh persen) digunakan membayar upah masyarakat Desa dalam
rangka menciptakan lapangan kerja.

Upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam
pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa.

Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai tidak dikerjakan pada

saat musim panen.

Pasal 9
Desa dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, dapat
mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat
perkembangan Desa, meliputi:
a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal
memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan
pemeliharaan infrastruktur dasar; dan
2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan
infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana
produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada
upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala
produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan
pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada
pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa
dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan
Desa pada:
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan
infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana
produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung

penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif,




usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha
ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan
pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk
unggulan kawasan perdesaan;

2. pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan
yvang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses
masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan
lingkungan; dan

3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan
pembangunan pada:

1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan
infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana
produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung
perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala
produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan
usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada
pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa
dan/atau produk unggulan kawasanperdesaan;

2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar
serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan
lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung
peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa
terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan

3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

Bagian Kedua
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 10
(1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan
bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk
meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dalam
penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi
dan pertanian masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi

dan sumberdayanya sendiri.




(2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan

antara lain:

a.

peningkatan  partisipasi masyarakat dalam proses
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan
Desa;

pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang dilaksanakan

di Desa setempat;

pengembangan ketahanan masyarakat Desa;

d. pengembangan ketahanan keluarga;

pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa melalui
pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat
lunak (software) dan perangkat keras (hardware) komputer
untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola secara terpadu,;
dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di
bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin,
pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan
masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa
penyandang disabilitas;

dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan
konflik sosial serta penanganannya,

dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi
produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa
Bersama;

dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok
masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat
Desa lainnya;

pendayagunaan sumberdaya alam untuk kemandirian Desa
dan peningkatan kesejahteran masyarakat;

penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan
sumberdaya alam dan peningkatan usaha ekonomi pertanian
berskala produktif;

. pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa

dengan pihak ketiga;dan
kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai

dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui




3. pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan
sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan

4. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan
hidup bagi masyarakat Desa secara berkelanjutan.

b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan
masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi
masyarakat Desa yang meliputi:

1. penguatan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui
penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan
pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif
dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada
pembentukan dan pengembangan produk wunggulan Desa
dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

2. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, Kkoperasi
dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui
akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau
BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran
bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha
ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan
pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk
unggulan kawasan perdesaan,

3. penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui
pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi
tepat guna,

4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan
pembentukan wirausahawan di Desa; dan

5. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan
hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.

c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan
pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan
kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:

1. perluasan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama
melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi
dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala
produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada
pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa

dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;




2. perluasan usaha ekonomi warga/ kelompok, koperasi dan/atau

lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses
permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa,
pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha
ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi
lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan
pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk
unggulan kawasan perdesaan;

perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya

alam dan penerapan teknologi tepat guna;

4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa;

5. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan

kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.

d. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa

Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan

masyarakat Desa untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas

masyarakat Desa yang meliputi:

1.

pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar
di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin,
pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan
masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa
penyandang disabilitas;

pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan
hidup;

pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan
konflik sosial, penanganan bencana alam dan konflik sosial,
serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;

pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa
agar mampu berpartisipasi dalam penggunaan Dana Desa yang
dikelola secara transparan dan akuntabel; dan

peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata

kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.

e. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa

Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan

masyarakat Desa untuk memperkuat sosial budaya Desa yang

meliputi:

Ls

penyusunan produk hukum di Desa yang dikelola secara




musyawarah Desa.
(3) Pengembangan  kapasitas masyarakat Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf (b) wajib dilakukan secara swakelola
oleh Desa atau badan kerja sama antar - Desa dan dilaksanakan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang
pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sebagaimana tercantum
Lampiran I menjadi pedoman teknis yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan

masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat

mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat
perkembangan kemajuan Desa, yang meliputi:

a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal
memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk
meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang
meliputi:

1. pembentukan BUMDesa dan atau BUMDesa Bersama melalui
penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran
bagi usaha ekonomi pertanian berskala prbduktji' dan usaha
ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan
pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk
unggulan kawasan perdesaan;

2. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi
dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui
akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau
BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran
bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha
ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan
pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk

unggulan kawasan perdesaan,;




demokratis dan partisipatif;

2. pembentukan dan pengembangan budaya hukum serta
menegakkan peraturan hukum di Desa;

3. pembentukan dan pengembangan keterbukaan informasi
untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat
Desa;

4. penguatan ketahanan masyarakat Desa melalui penerapan
nilai-nilai Pancasila; dan

5. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

Bagian Ketiga
Publikasi

Pasal 13

(1) Prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pembangunan Desa
dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada
masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat
Desa.

(2) Publikasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan
melibatkan peran serta masyarakat Desa.

(3) Dalam hal Desa tidak mempublikasikan penggunaan Dana Desa
di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan sanksi administrasi

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS
PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 14
(1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan
prosedur perencanaan pembangunan Desa yang dilaksanakan
berdasarkan kewenangan Desa.
(2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan




(3)

(1)

(2)

(2)

(3)

(1)

(3)

kewenangan lokal berskala Desa yang ditetapkan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam

penyusunan RKPDesa.

Pasal 15
Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan secara
terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional, provinsi,
dan kabupaten.
Keterpaduan perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan
kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh pemerintah kabupaten dengan menginformasikan kepada
Desa sebagai berikut:
a. pagu indikatif Dana Desa sebagai dasar penyusunan RKP
Desa; dan
b. program/kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai APBD
Kabupaten, APBD Provinsi, dan/atau APBN yang

pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa.

Pasal 16
Prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan sebagai
prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa wajib dibahas dan
disepakati melalui Musyawarah Desa.
Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menjadi dasar penyusunan RKP Desa.
Prioritas kegiatan pembangunan yang dibiayai Dana Desa yang
telah ditetapkan dalam RKP Desa wajib dipedomani dalam
penyusunan APB Desa yang dituangkan dalam Rancangan
peraturan Desa tentang APBDesa.

Pasal 17
Rancangan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
(3), dievaluasi oleh Bupati.
Bupati dalam melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang
APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan
kewenangannya kepada Camat.

Dalam hal hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB




(4)

(1)

(2)

(4)

(2)

)

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan rencana
penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum
dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Camat
memberikan penjelasan secara tertulis kepada Desa tentang latar
belakang dan alasan ketidaksetujuan atas rencana penggunaan
Dana Desa.

ketidaksetujuan atas rencana penggunaan Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa
menyampaikan kepada masyarakat Desa melalui BPD dalam

musyawarah Desa.

Pasal 18
Dalam hal pemetaan tipologi Desa berdasarkan tingkat
perkembangan Desa untuk penyusunan prioritas penggunaan
Desa, Pemerintah Desa menggunakan data Indeks Desa
Membangun (IDM).
Pemerintah Kabupaten melakukan evaluasi terhadap tingkat
perkembangan Desa berdasarkan data IDM.
Hasil evaluasi tingkat perkembangan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) paling lambat selesai sebelum dimulainya
penyusunan RKP Desa tahun berkenaan.
Hasil evaluasi tingkat perkembangan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diinformasikan secara terbuka kepada

Pemerintah Desa oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi penggunaan
prioritas Dana Desa yang dikoordinasikan dengan APIP Daerah
Kabupaten.

Pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada OPD yang menangani
urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa.

Dalam rangka pemantauan dan evaluasi sebagaimana




(4)

(1)

dimaksud dalam ayat (6), pemerintah kabupaten menyediakan
pendampingan dan fasilitasi kepada Desa yang dibantu oleh
tenaga pendamping professional.

Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) dilakukan penilaian oleh OPD yang berwenang dan
disampaikan kepada Bupati dan Menteri melalui sistem pelaporan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan
pengawasan dalam penetapan prioritas penggunaan dana Desa
melalui fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan

partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 20
Bupati menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan
dana Desa disertai dengan softcopy kertas kerja penghitungan
Dana Desa setiap Desa kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APB Desa
ditetapkan.

BAB VII
PARTISIPASTI MASYARAKAT

Pasal 21

(1) Masyarakat dapat ikut serta memantau dan mengawasi

penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang akuntabel dan
transparan dengan cara:
a. menyampaikan pengaduan masalah penetapan prioritas

penggunaan Dana Desa;,




b. melakukan pendampingan kepada Desa dalam menetapkan
prioritas penggunaan Dana Desa sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan/atau

c. melakukan studi dan publikasi penerapan prioritas
penggunaan Dana Desa.

(2) Pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa
dilakukan melalui:

a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi dengan alamat pengaduan sebagai berikut:

1. Layanan telepon : 1500040
2. Layanan SMS Center : 087788990040, 081288990040
3. Layanan PPID : Gedung Utama, Biro Humas dan Kerjasama
Lantai 1
4. Layanan Sosial Media : @Kemendesa (twitter),
Kemendesa.l {Facebook}
b. website LAPOR Kantor Staf Presiden (KSP).

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22
Dalam hal indeks Desa Membangun dinyatakan tidak berlaku,
penetapan prioritas penggunaan Dana Desa berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur indeks tingkat

perkembangan Desa.

Pasal 23
Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa, perubahan perencanaan
program dan/atau kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai dengan

Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa.




BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Bone Nomor 4

Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa di

Kabupaten Bone Tahun 2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 2 Januari 2019
3§§ % BUPATI BONE, A
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A. FAHSAR M. PADJALANGI /

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 2 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

A. SURYA DARMA
BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2019 NOMOR




LAMPIRAN I:
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN
BONE TAHUN 2019.

SISTEMATIKA
PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2019

BAB I PENDAHULUAN
BAB II KEBIJAKAN PENGATURAN DANA DESA
A. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT
B. PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
BERDASARKAN KEWENANGAN DESA
C. PROSEDUR PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
BAB Il PENDAMPINGAN, PEMBINAAN DAN PELAPORAN
A. PENDAMPINGAN
B. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB IV PELAPORAN

LAMPIRAN
Contoh Format 1. Laporan Kepala Desa Kepada Bupati
Contoh Format 2. Laporan Bupati Kepada Gubernur




BAB I
PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(selanjutnya disebut Undang-Undang Desa) mendefinisikan Desa
sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Gambaran Desa ideal yang dicita-citakan dalam Undang-
Undang Desa adalah Desa yang kuat, maju, mandiri dan
demokratis. Cita-cita dimaksud diwujudkan salah satunya dengan
menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
Desa. Fokus dari kerja pemberdayaan masyarakat Desa adalah
mewujudkan masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan dan
Desa sebagai subyek hukum yang berwewenang mendayagunakan
keuangan dan aset Desa.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum menggambarkan
bahwa Desa merupakan Subyek Hukum. Posisi Desa sebagai
subyek hukum menjadikan Desa memiliki hak dan kewajiban
terhadap aset/sumberdaya yang menjadi miliknya. Karenanya,
Dana Desa sebagai bagian pendapatan Desa merupakan milik Desa,
sehingga penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan
bagian dari kewenanganDesa.

Undang-Undang Desa mengamanatkan Desa berkedudukan
diwilayah Kabupaten/Kota. Pengaturan tentang kedudukan Desa ini
menjadikan Desa sebagai subyek hukum merupakan komunitas
yang unik sesuai sejarah Desa itu sendiri. Kendatipun demikian,
Desa dikelola secara demokratis dan berkeadilan sosial.

Masyarakat Desa memilih Kepala Desa dan anggota Badan
Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa berkewajiban untuk
memimpin Desa sekaligus berfungsi sebagai pimpinan pemerintah
Desa. BPD menjadi lembaga penyeimbang bagi Kepala Desa dalam
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan urusan
masyarakat. Hal-hal strategis di Desa harus dibahas dan disepakati
bersama oleh kepala Desa, BPD dan masyarakat Desa melalui
musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD. Hasil
musyawarah Desa wajib dipedomani oleh Kepala Desa dalam
merumuskan berbagai kebijakan Desa, termasuk kebijakan
pembangunan Desa.

Tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial ini
wajib ditegakkan agar Desa mampu secara mandiri
menyelenggarakan pembangunan Desa secara partisipatif yang
ditujukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia,
peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, dan penanggulangan
kemiskinan.

Pembangunan Desa dikelola secara partisipatif dikarenakan

melibatkan peran serta masyarakat Desa. Pembangunan Desa
mengarah pada terwujudnya kemandirian Desa dikarenakan
kegiatan pembangunan Desa wajib diswakelola oleh Desa dengan




mendayagunakan sumberdaya manusia di Desa serta sumber daya
alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Agar Desa mampu menjalankan kewenangannya, termasuk
mampu menswakelola pembangunan Desa maka Desa berhak
memiliki sumber- sumber pendapatan. Dana Desa yang bersumber
dari APBN merupakan salah satu bagian dari pendapatan Desa.
Tujuan Pemerintah menyalurkan Dana Desa secara langsung kepada
Desa adalah agar Desa berdaya dalam menjalankan dan mengelola
untuk mengatur dan mengurus prioritas bidang pembangunan dan
pemberdayaan masyarakatDesa.

Penggunaan Dana Desa dikelola melalui mekanisme
pembangunan partisipatif dengan menempatkan masyarakat Desa
sebagai subyek pembangunan. Karenanya, rencana penggunaan
Dana Desa wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.
Penggunaan Dana Desa harus berhasil mewujudkan tujuan
pembangunan Desa yaitu peningkatan kualitas hidup manusia,
peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, dan penanggulangan
kemiskinan. Penggunaan Dana Desa yang terkonsentrasi pada
pembangunan infrastruktur akan memperlambat terwujudnya
tujuan pembangunan Desa. Karenanya, penggunaan Dana Desa
Tahun 2019 diprioritaskan pengembangan usaha ekonomi produktif,
peningkatan pelayanan dasar utamanya penanganan anak kerdil
(stunting) dan pelayanan gizi untuk anak-anak, serta pembiayaan
kegiatan padat karya tunai untuk menciptakan lapangan kerja
sementara bagi warga miskin.

Pedoman teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa 2019 ini
wajib dipedomani oleh Pemerintah Desa dalam penetapan prioritas
penggunaan Dana Desa dengan berdasarkan tata kelola Desa yang
demokratis dan berkeadilan sosial.




BAB II
KEBIJAKAN PENGATURAN DANA DESA

A. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

1. Maksud

Maksud penyusunan Pedoman Teknis Penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 adalah menyediakan
dokumen kebijakan yang diharapkan dapat menjadi acuan arah

kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa
yang dibiayai dengan Dana Desa.

2. Tujuan

a. menjelaskan pentingnya prioritas penggunaan Dana Desa pada
bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa
yang difokuskan untuk mewujudkan peningkatan kualitas
hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
dan penanggulangan kemiskinan.

b. memberikan gambaran tentang pilihan  program/kegiatan
prioritas dalam penggunaan Dana Desa Tahun 2019 yang
difokuskan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup
manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; dan
penanggulangan kemiskinan; dan

c. menjelaskan tata kelola penggunaan Dana Desa sesuai
prosedur perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

3. Manfaat
sebagai pedoman bagi Desa menswakelola penggunaan Dana
Desa yang diprioritaskan pada upaya mewujudkan

peningkatan kualitas hidup manusia, peningkatan
kesejahteraan masyarakat Desa, dan penanggulangan
kemiskinan.

B. PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA BERDASARKAN
KEWENANGAN DESA

1. Penetapan Daftar Kewenangan Desa

Dana Desa, sebagai salah satu sumber pendapatan Desa,
pemanfaatannya atau penggunaannya wajib berdasarkan
daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan
kewenangan lokal berskalaDesa. Tata cara penetapan
kewenangan Desa dimaksud diatur berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa khususnya dalam Pasal 37. Tata cara penetapan




kewenangan Desa adalah sebagai berikut:

a. Pemerintah daerah kabupaten melakukan identifikasi dan
inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan
kewenangan lokal berskala Desa dengan melibatkan Desa,

b. Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi
kewenangan Desa, bupati menetapkan Peraturan Bupati
tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul
dan Kewenangan Lokal berskala Desa.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Pemerintah Desa mengacu
pada Peraturan Bupati Bone Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal berskala Desa; dan

c. Peraturan bupati dimaksud agar ditindaklanjuti oleh
Pemerintah Desa dengan menetapkan peraturan Desa
tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan
kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan situasi,
kondisi, dan kebutuhan lokal.

Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal
usul dan kewenangan lokal berskala Desa ini menjadikan Desa
berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusannya,
termasuk penggunaan Dana Desa. Karenanya, kegiatan
pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa harus menjadi
bagian dari kewenangan berdasarkan hak asal usul dan
kewenangan lokal berskala Desa.

. Daftar Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Berdasarkan Kewenangan Desa
a. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa
1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan
pemeliharaan sarana prasarana Desa
a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan
pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan
pemukiman, antara lain:
1. pembangunan dan/atau perbaikan rumah
sehat untuk fakir miskin;
2. penerangan lingkungan pemukiman;
3. pedestrian,;
4. drainase;
5. tendon air bersih atau penampung air hujan
bersama;
6. pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih
ke rumah penduduk;
7. alat pemadam kebakaran hutan dan lahan
8. sumur resapan;
9. selokan;
10. tempat pembuangan sampah;
11. gerobak sampah;
12. kendaraan pengangkut sampabh;
13. mesin pengelolah; dan




14. sarana prasarana lingkungan pemukiman
lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan
diputuskan dalam musyawarah Desa.

b) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan
pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara
lain:

1. perahu/ketinting bagi desa-desa yang berada di
kawasan DAS;

2. tambatan perahu;

3. jalan pemukiman;

4. jalan Desa antara permukiman ke wilayah
pertanian;

5. jalan poros Desa;

6. jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata,

7. jembatan desa;

8. gorong-gorong,

9. terminal desa; dan

10. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
musyawarah Desa.

c) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan
pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara
lain:

1. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;

2. pembangkit listrik tenaga diesel;

3. pembangkit listrik tenaga matahari;

4. instalasi biogas;

5. jaringan distribusi tenaga listrik; dan

6. sarana prasarana energi lainnya yang sesuai

dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
musyawarah Desa.

d) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan
pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan
komunikasi, antara lain:

jaringan internet untuk warga Desa;

websiteDesa;

peralatan pengeras suara (loudspeaker);

radio Single Side Band (SSB); dan

sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai

dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam

musyawarah Desa.

2) Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan
Sosial Dasar
a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan

pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara
lain:

air bersih berskala Desa;

sanitasi lingkungan;

jambanisasi;

mandi, cuci, kakus (MCK);

mobil /kapal motor untuk ambulance Desa;

alat bantu penyandang disabilitas;

panti rehabilitasi penyandang disabilitas;

balai pengobatan;
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9. posyandu;
10. poskesdes/polindes;
11. posbindu;
12. reagen rapid tes kid untuk menguji sampel-sampel
makanan; dan
13. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
musyawarah Desa
b) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan
pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan
kebudayaan antara lain:
1. taman bacaan masyarakat;
2. bangunan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia
Dini lainnya;
4. wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia
Dini;
5. taman belajar keagamaan;
6. bangunan perpustakaan Desa;
7. buku/bahan bacaan;
8. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
9. sanggar seni;
10. film dokumenter;
11. peralatan kesenian;dan
12. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan
lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan
diputuskan dalam musyawarah Desa
3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan
pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa
a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan
pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha
pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha
pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada
pembentukan dan pengembangan produk unggulan
Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan,
antara lain:
1. bendungan berskala kecil;
. pembangunan atau perbaikan embung;
irigasi Desa;
percetakan lahan pertanian;
kolam ikan;
kapal penangkap ikan;
tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
tambak garam,
kandang ternak;
mesin pakan ternak;
gudang penyimpanan sarana produksi pertanian
(saprotan); dan
sarana prasarana produksi pertanian lainnya
yang sesuai dengan kewenangan Desa dan
diputuskan dalam musyawarah Desa.
b) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan
pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil
pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha
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d)
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pertanian yang difokuskan kepada pembentukan

dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau

produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

1. pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur
gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat
penjemuran ikan;

2. lumbung Desa;

3. gudang pendingin (cold storage);dan

4. sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian
lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan
diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pengadaan, pembangunan,pemanfaatan dan
pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha
industri kecil dan/atau industri rumahan yang
difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan
produk unggulan desa dan/atau produk unggulan
kawasan perdesaan, antara lain:

mesin jahit;

peralatan bengkel kendaraan bermotor;

mesin penepung ikan;

mesin penepung ketela pohon;

mesin bubut untuk mebeler;dan

. sarana dan prasarana jasa serta usaha industri

kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang
sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan
dalam musyawarah Desa.

Pengadaan, pembangunan,pemanfaatan dan

pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang

difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan
produk unggulan desa dan/atau produk unggulan
kawasan perdesaan, antara lain:

pasar Desa;

pasar sayur;

pasar hewan,;

tempat pelelangan ikan;

toko online;

gudang barang; dan

sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang

sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan

dalam musyawarah Desa.

Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan

pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata,

antara lain:

pondok wisata;

panggung hiburan;

kios cenderamata;

kios warung makan;

wahana permainan anak;

wahana permainan outbound;

taman rekreasi;

tempat penjualan tiket;

rumah penginapan;

angkutan wisata;dan

sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang
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sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan
dalam musyawarah Desa.

f) Pengadaan, pembangunan,pemanfaatan dan
pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi
Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang
difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan
produk unggulan desa dan/atau produk unggulan
kawasan perdesaan, antara lain:

Penggilingan padi;

Peraut kelapa;

Penepung biji-bijian;

pencacah pakan ternak;

sangrai kopi;

pemotong/pengiris buah dan sayuran;

pompa air;

traktor mini;dan

sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan

kewenangan Desa dan diputuskan dalam

musyawarah Desa.

4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan
pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian
lingkungan hidup antara lain:

a) pembuatan terasering;

b) kolam untuk mata air;

c) plesengan sungai;

d) pencegahan kebakaran hutan;

e) pencegahan abrasi pantai; dan

f) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup
lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan
diputuskan dalam musyawarah Desa.

5) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan
pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan
bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang
meliputi:

a) kegiatan tanggap darurat bencana alam;

b) pembangunan gedung pengungsian;

c) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena
bencana alam;

d) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan
yang terkena bencana alam; dan

e) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana
yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa
dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
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b. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Desa
1) Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan
Sosial Dasar
a) pengelolaan  kegiatan pelayanankesehatan
masyarakat, antara lain:
1. penyediaan air bersih;
2. pelayanan kesehatan lingkungan;
3. kampanye dan promosi hidup sehat guna
mencegah penyakit seperti penyakit menular,
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14.
15.

16.

penyakit  seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis,
hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;

. bantuan insentif untuk kader kesehatan

masyarakat;

. pemantauan pertumbuhan dan penyediaan

makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita
dan anak sekolah,;

. kampanye dan promosi hak-hak anak,

ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan
Anak;

. pengelolaan balai pengobatan Desa dan

persalinan;

. perawatan kesehatan dan/atau pendampingan

untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;

. pengobatan untuk lansia;
10.
1.

keluarga berencana;

pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang
disabilitas;

pelatihan kader kesehatan masyarakat;

pelatihan hak-hak anak, ketrampilan
pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
pelatihan pangan yang sehat dan aman,

pelatihan kader Desa untuk pangan yang
sehat dan aman;dan

kegiatan pengelolaan pelayanan  kesehatan
masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan
kewenangan Desa dan diputuskan dalam
musyawarah Desa.

b) pengelolaan  kegiatan pelayanan pendidikan
dan kebudayaan antara lain:
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bantuan insentif guru PAUD;

bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
penyelenggaraan pelatihan kerja;

penyelengaraan kursus seni budaya;

bantuan pemberdayaan bidang olahraga;

pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan
lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan
diputuskan dalam musyawarah Desa.

2) Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan
kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang
tersedia
a) pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara

lain:

1.pengelolaan sampah berskala rumah tangga;

2. pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
3.pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang

sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan
dalam musyawarahDesa.

b) pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
1. pengelolaan terminal Desa;
2. pengelolaan tambatan perahu;dan
3. pengelolaan transportasi lainnya vang

sesuai dengan kewenangan Desa yang




diputuskan dalam musyawarah Desa.
¢) pengembangan energi terbarukan, antara lain:
1. pengolahan limbah peternakan untuk energi
biogas;
pembuatan bioethanol dari ubikayu,
pengolahan minyak goreng bekas menjadi
biodiesel;
pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;dan
Pengembangan energi terbarukan lainnya yang
sesuai dengan kewenangan Desa dan
diputuskan dalam musyawarah Desa.
d) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
sistem informasi Desa;
koran Desa;
website Desa;
radio komunitas;dan
pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya
vang sesuai dengan kewenangan Desa dan
diputuskan dalam musyawarah Desa.
3) Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan
sarana dan prasarana ekonomi
a. pengelolaan produksi usaha pertanian untuk
ketahanan pangan dan usaha pertanian yang kepada
pembentukan dan pengembangan produk unggulan
Desa dan/atau produk unggulan kawasan
perdesaan, antara lain:
1. pembibitan tanaman pangan;
2. pembibitan tanaman keras;
3. pengadaan pupuk;
4. pembenihan ikan air tawar;
5. pengelolaan usaha hutan Desa;
6. pengelolaan usaha hutan sosial;
7
8
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. pengadaan bibit/induk ternak;
. inseminasi buatan,;
pengadaan pakan ternak;dan
10.sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya
yang sesuai dengan kewenangan Desa dan
diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk
ketahanan pangan dan usaha pertanian yang
difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan
produk unggulan desa dan/atau produk unggulan
kawasan perdesaan, antara lain:

tepung tapioka;

kerupuk;

keripik jamur;

keripik jagung;

ikan asin;

abon sapi;

susu sapi;

kopi;

coklat;

. karet;dan

. pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai
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dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
musyawarah Desa.

c. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang
difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan
produk unggulan desa dan/atau produk unggulan
kawasan perdesaan, antara lain:

meubelair kayu danrotan,

alat-alat rumahtangga,

pakaian jadi/konveksi kerajinantangan;

kain tenun;

kain batik;

bengkel kendaraan bermotor;

pedagang dipasar;

pedagang pengepul;dan

pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang

sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan

dalam musyawarah Desa.

d. pendirian dan pengembangan BUM Desa dan/atau
BUMDesa Bersama, antara lain:

1. pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa
Bersama;

2. penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa
Bersama;

3. penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM
Desa Bersama;dan

4. kegiatan pengembangan BUM Desa
dan/atau BUM Desa Bersama lainnya yang sesuai
dengan kewenangan Desa diputuskan dalam
musyawarah Desa.

e. pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM
Desa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan
dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau
produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

pengelolaan hutan Desa;

pengelolaan hutan Adat;

industri air minum;

industri pariwisata Desa,;

industri pengolahan ikan;dan

produk unggulan lainnya yang sesuai dengan

kewenangan Desa diputuskan dalam

musyawarah Desa.

f. pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM
Desa Bersama yang difokuskan pada pengembangan
usaha layanan jasa, antara lain:

1. pembangunan dan penyewaan sarana prasarana
olahraga;

2. pengadaan dan penyewaan alat transportasi;

3. pengadaan dan penyewaan peralatan pesta;dan

4. pengadaan atau pembangunan sarana
prasarana lainnya yang sesuai dengan
kewenangan Desa dan diputuskan dalam
musyawarah Desa.

g. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi
masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan
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kepada pembentukan dan pengembangan produk

unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan

perdesaan, antara lain:

1. hutan kemasyarakatan;

. hutan tanaman rakyat;

. kemitraan kehutanan;

. pembentukan usaha ekonomi masyarakat;

. pembentukan dan pengembangan usaha industri

kecil dan/atau industri rumahan;

bantuan sarana  produksi, distribusi dan

pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat;dan

. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi
lainnya yvang sesuai dengan kewenangan Desa dan
diputuskan dalam musyawarah Desa.
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. pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan

ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan

pengembangan produk unggulan desa dan/atau

produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

1. sosialisasi TTG;

2. pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes);

3. percontohan TTG untuk produksi pertanian,
pengembangan sumber energi perDesaan,
pengembangan sarana transportasi dan
komunikasi serta pengembangan jasa dan industri
kecil;dan

4. pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya
yang sesuai dengan kewenangan Desa dan
diputuskan dalam musyawarah Desa.

pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM

Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan

kepada pembentukan dan pengembangan produk

unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan
perdesaan, antara lain:

1. penyediaan informasi harga/pasar;

2. pameran hasil usaha BUM Desa, usaha
ekonomi masyarakat dan/atau koperasi,

3. kerjasama perdagangan antar Desa;

4. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga;dan

5. pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai
dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam
musyawarah Desa.

4) penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam
kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta
kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:

a.
b.

C.

penyediaan layanan informasi tentang bencana;

pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi
bencana;

pelatihan tenaga sukarelawan untukpenanganan
bencana;dan

.penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya
sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam
musyawarah Desa.




5) pelestarian lingkungan hidup antara lain:

6)

a) pembibitan pohon langka;

b) reboisasi;

c) rehabilitasi lahangambut;

d) pembersihan daerah aliransungai;

e) pemeliharaan hutanbakau;

f) perlindungan terumbu karang;dan

g) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa
yvang diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata

kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial

a) mendorong partisipasi masyarakatdalam perencanaan
dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara
swakelola oleh Desa, antaralain:

1. pengembangan sistem informasi Desa (SID);

2. pengembangan pusat kemasyarakatan Desa
dan/atau balai rakyat;dan

3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan
Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

b) mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa
secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya
manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
1. penyusunan arah pengembangan Desa;

2. penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan
Desa yang berkelanjutan;dan

3. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan
diputuskan dalam musyawarah Desa.

c) menyusun perencanaan pembangunan Desa  sesuai
dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
1. pendataan potensi dan aset Desa;

2. penyusunan profil Desa/data Desa;

3. penyusunan peta aset Desa; dan

4. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang
diputuskan dalam musyawarah Desa.

d) menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak
kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas,
perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:

1. sosialisasi penggunaan dana Desa;

2. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin,
warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok
marginal;

3. penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga
disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan

4, kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa
yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

e) mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas
dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat Desa, antara lain:

1. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset
Desa berbasis data digital;

2. pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang
terbuka untuk publik;

3. pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis
masyarakat; dan




f)

g)

h)

4, kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa
yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

mendorong  partisipasi masyarakat dalam = penyusunan

kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa,

antara lain :

1. penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal
hal- hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah
Desa;

2. penyelenggaraan musyawarah Desa; dan

3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa
yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui

pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat

Desa yang diselenggarakan di Desa.

menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber

daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan

Kesejahteraan Ekonomi Desa yang  difokuskan  kepada

pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa

dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

1. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri
kecil dan perdagangan;

2. pelatihan teknologi tepat guna;

3. pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa
sesuai kondisi Desa; dan

4, kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk
mendukung pembentukan dan pengembangan produk
unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan
perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan
diputuskan dalam musyawarah Desa

melakukan pengawasan dan pemantauan

penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa

yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara
lain:

pemantauan berbasis komunitas;

audit berbasis komunitas;

pengembangan unit pengaduan di Desa;

pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk

penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;

pengembangan kapasitas paralegal Desa;

penyelenggaraan musyawarah Desa untuk

pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan

Desa; dan

7. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang
diputuskan dalam musyawarah Desa.
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Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai
Dana Desa

Desa berwenang untuk mengembangkan jenis-jenis kegiatan
lainnya di luar daftar kegiatan yang tercantum dalam pedoman
umum ini sesuai dengan daftar kewenangan Desa. Dalam
mengembangkan kegiatan yang diprioritaskan Pemerintah Desa
melakukan hal hal sebagai berikut:

a. menyusun dan menetapkan Peraturan Desa tentang




Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa; dan

b. menyusun daftar kegiatan yang diprioritaskan dalam lingkup
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang
akan dibiayai Dana Desa sesuai dengan daftar kewenangan
Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa  tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa.

C. PROSEDUR PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Prosedur penetapan penggunaan Dana Desa mengikuti proses

perencanaan dan penganggaran desa. Dokumen perencanaan dan

penganggaran pembangunan yang meliputi RPJMDesa, RKPDesa dan

APBDesa disusun berdasarkan hasil pembahasan dan dan

penyepakatan dalam musyawarah desa. Prioritas penggunaan Dana

Desa adalah bagian dari penyusunan RKPDesa dan APBDesa.

Karenanya, prosedur penetapan prioritas penggunaan Dana Desa adalah

sebagai berikut:

1. Tahap Ke-1 : Musyawarah Desa - Pencermatan Ulang RPJMDesa
Musyawarah Desa merupakan forum musyawarah antara BPD,
Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh
Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat
strategis, seperti penggunaan dana Desa dalam hal pembagunan
Desa dan beberapa yang lainnya dengan prinsip partisipatif,
demokratis, dan transparan. Penetapan prioritas penggunaan Dana
Desa merupakan bagian dari hal-hal strategis di Desa, sehingga wajib
dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa. Pembahasan
penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan di forum
musyawarah Desa untuk penyusunan RKP Desa khususnya tahapan
pencermatan ulang dokumen RPJM Desa. Pembahasan prioritas
penggunaan Dana Desa dalam musyawarah Desa berdasarkan
usulan, aspirasi dan kemanfaatan kegiatan masyarakat Desa. Hasil
kesepakatan musyawarah Desa terkait prioritas penggunaan Dana
Desa harus dituangkan dalam dokumen Berita Acara yang tata cara
penyusunannya sesuai peraturan perundang-undangan tentang
musyawarah Desa.

2. Tahap Ke-2 : Persiapan Penyusunan Rancangan RKP Desa
a. Kepala Desa mempedomani hasil kesepakatan musyawarah Desa

berkaitan dengan prioritas penggunaan Dana Desa. Sebab,

kegiatan-kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana

Desa wajib dimasukkan ke dalam dokumen rancangan RKP Desa.

b. Dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa khususnya
terkait penggunaan Dana Desa, Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan kepada seluruh

Kepala Desa di wilayahnya tentang informasi sebagai berikut:

1. pagu indikatif Dana Desa;

2. program/kegiatan pembangunan masuk Desa yang dibiayai
dengan APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan/atau
APBN; dan

3. data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa yang
dihitung berdasar IDM.

c. Tim Penyusun RKP Desa sebelum mulai menyusun draft
rancangan RKP Desa wajib mendalami dan mencermati hal-hal




sebagai berikut:

1. berita acara musyawarah Desa tentang hasil kesepakatan

kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa;

pagu indikatif Dana Desa;

program/kegiatan pembangunan masuk Desa yang dibiayai

dengan APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan/atau

APBN; dan

4. data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa yang
dihitung berdasar IDM.

5. tata cara penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang
terpadu dengan program/kegiatan pembangunan masuk Desa.
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3. Tahap Penyusunan Rancangan Prioritas Penggunaan Dana Desa
dalam Penyusunan Rancangan RKP Desa
Berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa yang
diadakan untuk membahas penyusunan RKP Desa dan juga
berdasarkan kelengkapan data dan informasi yang dibutuhkan dalam
penyusunan RKP Desa, Kepala Desa dengan dibantu Tim Penyusun
RKP Desa menyusun rancangan prioritas kegiatan pembangunan
dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana
Desa. Tata cara menentukan prioritas penggunaan Dana Desa dalam
tahapan penyusunan RKP Desa adalah dilakukan penilaian terhadap
daftar kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat
Desa sebagai hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa, dengan
cara sebagai berikut:
a. Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan
Penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat yang sebesar-
besarnya untuk masyarakat Desa dengan memprioritaskan
kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang
bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan
dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar
masyarakat Desa. Tolok ukur untuk menyatakan bahwa suatu
perencanaan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan
masyarakat Desa bermanfaat bagi masyarakat adalah penilaian
terhadap desain rencana Kkegiatan pembangunan dan/atau
pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan kecepatan dan
kedalaman pencapaian tujuan pembangunan Desa. Kegiatan yang
direncanakan untuk dibiayai Dana  Desa dipastikan
kemanfaatannya dalam hal peningkatan kualitas hidup
masyarakat Desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa
dan penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan tolok ukur
kemanfaatan penggunaan Dana Desa, selanjutnya penggunaan
Dana Desa difokuskan pada kegiatan pembangunan dan/atau
pemberdayaan masyarakat yang paling dibutuhkan dan paling
besar kemanfaatannya untuk masyarakat Desa. Penggunaan Dana
Desa difokuskan dan tidak dibagi rata. Fokus prioritas kegiatan
dilakukan dengan cara mengutamakan kegiatan pembangunan
dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang berdampak
langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan Desa,
meliputi:
1. kegiatan yang mempermudah masyarakat Desa memperoleh
pelayanan kesehatan antara lain penanganan anak kerdil
(stunting) dan pelayanan gizi anak-anak;




2. kegiatan pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat
Desa masyarakat Desa mulai dari anak-anak, remaja, pemuda
dan orang dewasa antara lain kegiatan pelatihan tenaga kerja
yang mendukung pengembangan ekonomi produktif;

3. pengembangan usaha ekonomi produktif yang paling potensial
untuk meningkatan pendapatan asli Desa, membuka lapangan
kerja bagi warga Desa dan meningkatkan penghasilan ekonomi
bagi masyarakat Desa utamanya keluarga-keluarga miskin;

4. kegiatan pembangunan Desa yang dikelola melalui pola padat
karya tunai agar berdampak nyata pada upaya mempercepat
penanggulangan kemiskinan di Desa; dan

5. kegiatan pelestarian lingkungan hidup dan penanganan
bencana alam yang berdampak luas terhadap kesejahteraan
masyarakat Desa, seperti : ancaman perubahan iklim, banjir,
kebakaran hutan dan lahan, serta tanah longsor.

. Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat

Penggunaan Dana Desa dikelola melalui mekanisme pembangunan

partisipatif yang tumpuannya adalah peran aktif masyarakat Desa

dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
penggunaan Dana Desa. Kepastian bahwa kegiatan pembangunan
dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai

Dana Desa didukung masyarakat Desa, dinilai dengan cara

sebagai berikut:

1. kegiatan yang didukung oleh sebagian besar masyarakat Desa
lebih diutamakan, dibandingkan kegiatan yang tidak dan/atau
lebih sedikit didukung masyarakat Desa;

2. kegiatan yang direncanakan dan dikelola sepenuhnya oleh
masyarakat Desa dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah
Desa bersama masyarakat Desa lebih  diutamakan
dibandingkan dengan kegiatan yang tidak melibatkan
masyarakat Desa; dan

3. kegiatan yang mudah diawasi pelaksanaanya oleh masyarakat
Desa lebih diutamakan

. Prioritas Berdasarkan Swakelola dan Pendayagunaan
Sumberdaya
Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat
Desa yang dibiayai Dana Desa diarahkan untuk menjadikan Dana
Desa tetap berputar di Desa. Cara memutar Dana Desa secara
berkelanjutan antara lain Dana Desa diswakelola oleh Desa
dengan mendayagunakan sumberdaya yang ada di Desa.
Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa
yang  direncanakan untuk  diswakelola  Desa dengan
mendayagunakan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam
yang ada di Desa lebih diprioritaskan dibandingkan dengan
kegiatan yang diserahkan pelaksanaannya kepada pihak ketiga
dan/atau tidak mendayagunakan sumberdaya yang ada di Desa.

. Prioritas Berdasarkan Keberlanjutan

Tujuan pembangunan Desa akan mudah dicapai apabila kegiatan

pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang

akan dibiayai Dana Desa dirancang untuk dikelola secara
berkelanjutan.  Prasyarat keberlanjutan adalah  kegiatan
pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa harus
memiliki rencana  pengelolaan dalam  pemanfaatannya,
pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya. Dana Desa




diprioritaskan membiayai kegiatan pembangunan dan/atau
pemberdayaan masyarakat Desa yang berkelanjutan dibandingkan
kegiatan yang tidak berkeberlanjutan.

e. Prioritas Berdasarkan Prakarsa Inovasi Desa
Ada kecenderungan umum terjadinya perencanaan penggunaan
Dana Desa yang monoton dari tahun ke tahun. Tidak ada
terobosan baru. Padahal masalah dan kebutuhan masyarakat
Desa terus berkembang. Kondisi ini harus disikapi dengan
mengembangkan kreativitas berupa kebaruan ide dan gagasan
yang inovatif dari semua pemangku kepentingan Desa.
Kebaharuan melalui pengembangan kegiatan pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat Desa yang inovatif ini difokuskan
untuk memperdalam dan mempercepat tercapainya tujuan
pembangunan Desa yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat
Desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan
penanggulangan kemiskinan.
Usulan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan
masyarakat Desa yang inovatif akan diprioritaskan untuk dibiayai
Dana Desa apabila dapat dibuktikan lebih mampu mempercepat
terwujudnya tujuan pembangunan Desa dibandingkan kegiatan
lainnya vang tidak inovatif.

f. Prioritas Berdasarkan Kepastian adanya Pengawasan
Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan
dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang pengelolaannya
dilakukan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat Desa
harus memiliki peluang sebesar-besarnya untuk mengawasi
penggunaan Dana Desa. Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa
harus dipublikasikan kepada masyarakat di ruang publik atau
ruang vang dapat diakses masyarakat Desa.

g. Pengembangan kegiatan di luar prioritas penggunaan Dana
Desa
Dalam hal Desa bermaksud membiayai kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan Desa untuk pembangunan kantor Desa bagi Desa
yang belum memiliki kantor Kepala Desa dan/atau pembinaan
kemasyarakatan, dan mengingat pengaturan prioritas penggunaan
Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19 ayat (2) bersifat mewajibkan, maka
prasyarat penggunaan Dana Desa di luar kegiatan yang
diprioritaskan dapat dilakukan apabila bupati menjamin bahwa
seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
yang dibutuhkan masyarakat Desa sudah mampu dipenuhi
seluruhnya oleh Desa.

4. Tahap Penetapan Rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa
Berdasarkan daftar kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan
masyarakat Desa yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa, Kepala
Desa dengan dibantu Tim Penyusun RKP Desa melampiri daftar
kegiatan dimaksud dengan rencana kegiatan dan Rencana Anggaran
Biaya yang bersumber dari Dana Desa. Daftar kegiatan beserta
lampirannya menjadi masukan dalam menyusun rancangan RKP Desa.
Kepala Desa berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat Desa
rancangan RKP Desa yang mecmuat rencana kegiatan-kegiatan yang
akan dibiayai dengan Dana Desa. Rancangan RKP Desa, termasuk
rancangan prioritas kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus




dibahas dan disepakati dalam musrenbang Desa ini. Rancangan RKP
Desa selanjutnya dibahas dan disepakati dalam musrenbangDesa yang
diselenggarakan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. Hasil kesepakatan dalam musrenbang Desa menjadi
pedoman bagi Kepala Desa dan BPD dalam menyusun Peraturan Desa
tentang RKP Desa. Kepala Desa dan BPD wajib mempedomani
peraturan Desa tentang RKP Desa ketika menyusun APBDesa.

Tahap Penyusunan Rancangan APB Desa

Kepala Desa merancang pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa
dengan berpedoman kepada RKP Desa. Dana Desa dibagi untuk
membiayai kegiatan-kegiatan sesuai daftar urutan kegiatan yang sudah
ditetapkan dalam RKP Desa.

Kepala Desa dilarang secara sepihak mengubah daftar kegiatan yang
direncanakan dibiayai Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP
Desa. Rencana penggunaan Dana Desa masuk menjadi bagian dari
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Kepala Desa
berkewajiban mensosialisasikan dan menginformasikan kepada
masyarakat Desa perihal Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
Sosialisasi rancangan APB Desa dilakukan sebelum dokumen
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa
kepada Bupati.

Masyarakat Desa, melalui BPD, berhak untuk menyampaikan
keberatan kepada Kepala Desa apabila rancangan penggunaan Dana
Desa berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan
Desa tentang RKP Desa. Dalam hal Kepala Desa berkeras untuk
mengubah rencana penggunaan Dana Desa yang sudah ditetapkan
dalam RKP Desa, maka BPD berkewajiban menyelenggarakan
musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati rencana
penggunaan Dana Desa. Dengan demikian, rancangan Peraturan Desa
tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa kepada Bupati harus
dipastikan diterima oleh sebagian besar masyarakat Desa.

. Tahap Review Rancangan APB Desa

Evaluasi Rancangan APB Desa diadakan untuk memastikan bahwa
kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa memenuhi ketentuan hal-
hal sebagai berikut:

1. termasuk bagian dari kewenangan Desa berdasarkan hak asul-usul
dan kewenangan lokal berskala Desa;

2. termasuk urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan
masyarakat Desa;

3. tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan dari Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota;

4. prioritas penggunaan Dana Desa yang tercantum dalam Rancangan
APB Desa direncanakan sesuai dengan mekanisme penetapan
prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana
Desa Tahun 2019.

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa di Kabupaten

Bone diatur pada peraturan bupati.




BAB III
PENDAMPINGAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

A. PENDAMPINGAN

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan
pendekatan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam kaitan ini, Undang-
Undang Desa memandatkan bahwa penyelenggaraan pemberdayaan
masyarakat Desa dilakukan dengan memberikan pendampingan dalam
proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa.
Pendampingan Desa dilakukan secara berjenjang sesuai dengan
kebutuhan. Pendampingan Desa pada level desa secara teknis
dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota dan
dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan
masyarakat desa dan/atau pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan.

B. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Pembinaan dan Pengawasan oleh Pemerintah Daerah
Pembinaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa yang dilakukan
pemerintah kabupaten, meliputi:
a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Dana Desa;
b. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan penggunaan
Dana Desa;
c. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan
pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.
2. Fasilitasi oleh Camat
Camat sebagai koordinator pendampingan masyarakat Desa,
melaksanakan fasilitasi penggunaan Dana Desa yang meliputi:
a. memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan Dana Desa;
b. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terkait
penggunaan dan pengelolaan Dana Desa; dan
c. melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan Dana
Desa.
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BAB IV
PELAPORAN

Pelaporan dari Desa kepada Bupati

Pelaporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan

proses penyampaian data dan/atau informasi Dana Desa mengenai

perkembangan, kemajuan setiap tahapan dari mekanisme penetapan

prioritas penggunaan Dana Desa. Desa berkewajiban melaporkan

penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada bupati. Laporan

prioritas penggunaan Dana Desa dilengkapi dokumen-dokumen

sebagai berikut:

a. Perdes tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan
kewenagan lokal berskala desa;

b. Perdes tentang RKPDesa;

c. Perdes tentang APBDesa;

d. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa

Pelaporan dari Bupati kepada Gubernur

Bupati berkewajiban melaporkan penetapan prioritas penggunaan

Dana Desa kepada gubernur. Bupati u.p. organisasi pemerintah

daerah yang menangani pemberdayaan masyarakat Desa wajib

mendayagunakan pendamping profesional dalam mengelola laporan

penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.

Pelaporan dalam Kondisi Khusus

Dalam hal dipandang perlu untuk dilaporkan secara mendesak atau

bersifat khusus, dapat dilakukan di luar mekanisme pelaporan

berkala. Pelaporan khusus ini bentuk dan waktunya bebas

disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang ada.




LAMPIRAN II :

PERATURAN BUPATI BONE

NOMOR

TAHUN 2019

TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN BONE
TAHUN 2019.

DAFTAR KLASIFIKASI STATUS DESA BERDASARKAN INDEKS DESA

MEMBANGUN (IDM) KAB. BONE

No. Kecamatan Desa Klasifikasi Status IDM

1 BONTOCANI Watang Cani Tertinggal

2 | BONTOCANI Pattuku Tertinggal

3 | BONTOCANI Bonto Jai Tertinggal

4 | BONTOCANI Bana Tertinggal

5 | BONTOCANI Pammusureng Berkembang

6 | BONTOCANI Langi Tertinggal

7 | BONTOCANI Erecinnong Tertinggal

8 | BONTOCANI Bulu Sirua Tertinggal

9 | BONTOCANI Lamoncong Tertinggal
10 | BONTOCANI Mattiro Walie Tertinggal

11 | KAHU Nusa Berkembang
12 | KAHU Pasaka Tertinggal
13 | KAHU Labuaja Berkembang
14 | KAHU Cakkela Berkembang
15 | KAHU Balle Tertinggal
16 | KAHU Matajang Berkembang
17 | KAHU Cenrana Berkembang
18 | KAHU Sanrego Berkembang
19 | KAHU Biru Berkembang
20 | KAHU Palakka Berkembang
21 | KAHU Tompong Patu Berkembang
22 | KAHU Hulo Berkembang
23 | KAHU Cammilo Tertinggal
24 | KAHU Carima Berkembang
25 | KAHU Mattoanging Tertinggal
26 | KAHU Arallae Berkembang
27 | KAHU Bonto Padang Berkembang
28 | KAHU Lallepo Tertinggal
29 | KAHU Maggenrang Tertinggal
30 | KAJUARA Raja Tertinggal
31 | KAJUARA Abbumpungeng Tertinggal
32 | KAJUARA Bulu Tanah Berkembang
33 | KAJUARA Gona Tertinggal
34 | KAJUARA Buareng Berkembang
35 | KAJUARA Polewali Tertinggal




36

KAJUARA Padaelo Tertinggal
37 | KAJUARA Ancu Berkembang
38 | KAJUARA Tarasu Berkembang
39 | KAJUARA Lemo Berkembang
40 | KAJUARA Kalero Tertinggal
41 | KAJUARA Lappabosse Tertinggal
42 | KAJUARA Waetuo Berkembang
43 | KAJUARA Pude Tertinggal
44 | KAJUARA Angkue Tertinggal
45 | KAJUARA Massangkae Tertinggal
46 | KAJUARA Mallahae Tertinggal
47 | SALOMEKKO Malimongeng Tertinggal
48 | SALOMEKKO Manera Tertinggal
49 | SALOMEKKO Ulubalang Berkembang
50 | SALOMEKKO Gattareng Tertinggal
51 | SALOMEKKO Bellu Berkembang
52 | SALOMEKKQO Tebba Berkembang
53 | SALOMEKKO Mappatoba Berkembang
54 | TONRA Bulu Bulu Berkembang
55 | TONRA Gareccing Tertinggal
56 | TONRA Biccoing Berkembang
57 | TONRA Ujunge Berkembang
58 | TONRA Libureng Berkembang
59 | TONRA Rappa Berkembang
60 | TONRA Bacu Berkembang
61 | TONRA Muara Berkembang
62 | TONRA Bone Pute Tertinggal
63 | TONRA Padatuo Berkembang
64 | TONRA Samaenre Berkembang
65 | LIBURENG Tompo Bulu Tertinggal
66 | LIBURENG Tappale Berkembang
67 | LIBURENG Polewali Berkembang
68 | LIBURENG Pitumpidange Berkembang
69 | LIBURENG Bune Tertinggal
70 | LIBURENG Swadaya Tertinggal
71 | LIBURENG Binuang Tertinggal
72 | LIBURENG Mallinrung Tertinggal
73 | LIBURENG Baringeng Tertinggal
74 | LIBURENG Mario Berkembang
75 | LIBURENG Wanuawaru Berkembang
76 | LIBURENG Mattirowalie Tertinggal
77 | LIBURENG Poleonro Tertinggal
78 | LIBURENG Mattiro Bulu Tertinggal
79 | LIBURENG Mattiro Deceng Tertinggal




80 | LIBURENG Suwa Berkembang
81 | LIBURENG Laburasseng Tertinggal
82 | LIBURENG Ponre Ponre Tertinggal
83 | MARE Mattirowalie Sangat Tertinggal
84 | MARE Mario Tertinggal
85 | MARE Ujung Salangketo Tertinggal
86 | MARE Tellu Boccoe Tertinggal
87 | MARE Mattampa Walie Tertinggal
88 | MARE Ujung Tanah Tertinggal
89 | MARE Sumaling Tertinggal
90 | MARE Tellongeng Tertinggal
91 | MARE Data Tertinggal
92 | MARE Batu Gading Tertinggal
93 | MARE Cege Tertinggal
94 | MARE Kadai Tertinggal
95 | MARE Lakukang Tertinggal
96 | MARE Pattiro Tertinggal
97 | MARE Lapasa Tertinggal
98 | MARE Karella Tertinggal
99 | MARE Lappaupang Tertinggal
100 | SIBULUE Pattiro Bajo Tertinggal
101 | SIBULUE Massenreng Pulu Tertinggal
102 | SIBULUE Tunreng Tellue Tertinggal
103 | SIBULUE Polewali Tertinggal
104 | SIBULUE Tadang Palie Tertinggal
105 | SIBULUE Cinnong Tertinggal
106 | SIBULUE Mallusetasi Tertinggal
107 | SIBULUE Pakkasalo Tertinggal
108 | SIBULUE Pattiro Sompe Tertinggal
109 | SIBULUE Ajangpulu Tertinggal
110 | SIBULUE Sumpang Minangae Tertinggal
111 | SIBULUE Mabbiring Berkembang
112 | SIBULUE Pasaka Tertinggal
113 | SIBULUE Kalibong Tertinggal
114 | SIBULUE Pattiro Riolo Tertinggal
115 | SIBULUE Letta Tanah Tertinggal
116 | SIBULUE Manajeng Tertinggal
117 | SIBULUE Bulie Tertinggal
118 | SIBULUE Balieng Toa Tertinggal
119 | BAREBBO Bacu Tertinggal
120 | BAREBBO Lampoko Tertinggal
121 | BAREBBO Congko Tertinggal
122 | BAREBBO Wollangi Tertinggal
123 | BAREBBO Parippung Tertinggal




124 | BAREBBO Barebbo Tertinggal
125 | BAREBBO Kampuno Tertinggal
126 | BAREBBO Kading Berkembang
127 | BAREBBO Kajaolaliddong Berkembang
128 | BAREBBO Samaelo Berkembang
129 | BAREBBO Corawali Berkembang
130 | BAREBBO Talungeng Berkembang
131 | BAREBBO Watu Tertinggal
132 | BAREBBO Cingkang Tertinggal
133 | BAREBBO Cinnong Tertinggal
134 | BAREBBO Cempaniga Tertinggal
135 | BAREBBO Sugiale Tertinggal
136 | CINA Arasoe Berkembang
137 | CINA Tanete Harapan Berkembang
138 | CINA Lompu Tertinggal
139 | CINA Walenreng Tertinggal
140 | CINA Ajangpulu Tertinggal
141 | CINA Padang Loang Tertinggal
142 | CINA Abbumpungeng Berkembang
143 | CINA Kawerang Tertinggal
144 | CINA Awo Tertinggal
145 | CINA Kanco Tertinggal
146 | CINA Cinennung Tertinggal
147 | PONRE Mappesangka Berkembang
148 | PONRE Salebba Tertinggal
149 | PONRE Mattampae Tertinggal
150 | PONRE Pattimpa Tertinggal
151 | PONRE Tellu Boccoe Tertinggal
152 | PONRE Turu Adae Berkembang
153 | PONRE Salampe Tertinggal
154 | PONRE Poleonro Tertinggal
155 | PONRE Bolli Tertinggal
156 | LAPPARIAJA Mattampawalie Berkembang
157 | LAPPARIAJA Lili Riattang Berkembang
158 | LAPPARIAJA Sengeng Palie Berkembang
159 | LAPPARIAJA Tenri Pakkua Tertinggal
160 | LAPPARIAJA Patangkai Berkembang
161 | LAPPARIAJA Ujung Lamuru Berkembang
162 | LAPPARIAJA Pattuku Limpoe Berkembang
163 | LAPPARIAJA Waekecce'e Berkembang
164 | LAPPARIAJA Tonronge Berkembang
165 | LAMURU Mattampa Walie Berkembang
166 | LAMURU Poleonro Berkembang
167 | LAMURU Sengeng Palie Berkembang




168 | LAMURU Mattampa Bulu Tertinggal
169 | LAMURU Turu Cinnae Tertinggal
170 | LAMURU Seberang Berkembang
171 | LAMURU Massenreng pulu Berkembang
172 | LAMURU Mamminasae Tertinggal
173 | LAMURU Padaelo Tertinggal
174 | LAMURU Barugae Tertinggal
175 | LAMURU Barakkae Tertinggal
176 | ULAWENG Lilina Ajangale Tertinggal
177 | ULAWENG Cani Sirenreng Tertinggal
178 | ULAWENG Ulaweng Cinnong Berkembang
179 | ULAWENG Pallawa Rukka Tertinggal
180 | ULAWENG Jompie Tertinggal
181 | ULAWENG Sappewalie Tertinggal
182 | ULAWENG Lamakkaraseng Tertinggal
183 | ULAWENG Mula Menree Tertinggal
184 | ULAWENG Tea Musu Tertinggal
185 | ULAWENG Tea Malala Tertinggal
186 | ULAWENG Galung Berkembang
187 | ULAWENG Tadang Palie Tertinggal
188 | ULAWENG Timusu Tertinggal
189 | ULAWENG Manurunge Berkembang
190 | PALAKKA Cinnenung Tertinggal
191 | PALAKKA Siame Tertinggal
192 | PALAKKA Pasempe Tertinggal
193 | PALAKKA Ureng Tertinggal
194 | PALAKKA Usa Berkembang
195 | PALAKKA Mico Tertinggal
196 | PALAKKA Bainang Berkembang
197 | PALAKKA Passippo Berkembang
198 | PALAKKA Tanah Tengnga Berkembang
199 | PALAKKA Tirong Tertinggal
200 | PALAKKA Mattanete Bua Berkembang
201 | PALAKKA Maduri Tertinggal
202 | PALAKKA Melle Tertinggal
203 | PALAKKA Lemo Ape Berkembang
204 | PALAKKA Panyili Berkembang
205 | AWANGPONE Carebbu Berkembang
206 | AWANGPONE Cumpiga Berkembang
207 | AWANGPONE Paccing Berkembang
208 | AWANGPONE Lattekko Berkembang
209 | AWANGPONE Matuju Berkembang
210 | AWANGPONE Unra Tertinggal
211 | AWANGPONE Kading Berkembang




212

AWANGPONE Mallari Berkembang
213 | AWANGPONE Kajuara Berkembang
214 | AWANGPONE Jaling Berkembang
215 | AWANGPONE Bulumpare'e Tertinggal
216 | AWANGPONE Abbanuang Tertinggal
217 | AWANGPONE Lappoase Berkembang
218 | AWANGPONE Awolagading Tertinggal
219 | AWANGPONE Carigading Tertinggal
220 | AWANGPONE Cakkebone Tertinggal
221 | AWANGPONE Mappalo Ulaweng Tertinggal
222 | TELLU SIATTINGE | Palongki Berkembang
223 | TELLU SIATTINGE | Tajong Berkembang
224 | TELLU SIATTINGE | Ulo Berkembang
225 | TELLU SIATTINGE | Lanca Berkembang
226 | TELLU SIATTINGE | Itterung Berkembang
227 | TELLU SIATTINGE Mattoanging Berkembang
228 | TELLU SIATTINGE Lamuru Berkembang
229 | TELLU SIATTINGE | Waji Berkembang
230 | TELLU SIATTINGE | Ajjalireng Berkembang
231 | TELLU SIATTINGE | Sijelling Berkembang
232 | TELLU SIATTINGE | Lea Tertinggal
233 | TELLU SIATTINGE | Padaidi Tertinggal
234 | TELLU SIATTINGE | Pongka Tertinggal
235 | TELLU SIATTINGE | Lappae Tertinggal
236 | TELLU SIATTINGE | Patangnga Tertinggal
237 | ADJANGALE Welado Tertinggal
238 | AJANGALE Pinceng Pute Tertinggal
239 | AJANGALE Opo Tertinggal
240 | AJANGALE Labissa Berkembang
241 | AJANGALE Timurung Tertinggal
242 | ADANGALE Leppangeng Tertinggal
243 | AJANGALE Allamungeng Patue Tertinggal
244 | AJANGALE Amessangeng Sangat Tertinggal
245 | AJANGALE Lebbae Tertinggal
246 | AJANGALE Manciri Tertinggal
247 | ADANGALE Telle Tertinggal
248 | ADJANGALE Pacciro Tertinggal
249 | DUA BOCCOE Mario Berkembang
250 | DUA BOCCOE Laccori Berkembang
251 | DUA BOCCOE Pattiro Berkembang
252 | DUA BOCCOE Cabbeng Berkembang
253 | DUA BOCCOE Panyili Berkembang
254 | DUA BOCCOE Sanrangeng Tertinggal
255 | DUA BOCCOE Sailong Tertinggal




256 | DUA BOCCOE Melle Berkembang
257 | DUA BOCCOE Pakkassalo Berkembang
258 | DUA BOCCOE Tawaroe Tertinggal
259 | DUA BOCCOE Uloe Berkembang
260 | DUA BOCCOE Ujung Tertinggal
261 | DUA BOCCOE Padacenga Tertinggal
262 | DUA BOCCOE Lallatang Tertinggal
263 | DUA BOCCOE Kampoti Tertinggal
264 | DUA BOCCOE Praja Maju Tertinggal
265 | DUA BOCCOE Tocina Tertinggal
266 | DUA BOCCOE Tempe Berkembang
267 | DUA BOCCOE Solo Berkembang
268 | DUA BOCCOE Watang Padacenga Tertinggal
269 | DUA BOCCOE Matajang Tertinggal
270 | CENRANA Pacubbe Tertinggal
271 | CENRANA Panyiwi Tertinggal
272 | CENRANA Latonro Tertinggal
273 | CENRANA Watu Berkembang
274 | CENRANA Nagauleng Berkembang
275 | CENRANA Cakkeware Tertinggal
276 | CENRANA Pallime Tertinggal
277 | CENRANA Laoni Tertinggal
278 | CENRANA Labotto Tertinggal
279 | CENRANA Awang Cenrana Berkembang
280 | CENRANA Lebongnge Tertinggal
281 | CENRANA Ajalasse Tertinggal
282 | CENRANA Pusunge Tertinggal
283 | CENRANA Pallae Tertinggal
284 | CENRANA Watang ta Tertinggal
285 | AMALI Lili Riattang Berkembang
286 | AMALI Mattaropurae Berkembang
287 | AMALI Ulaweng Riaja Berkembang
288 | AMALI Waempubbu Berkembang
289 | AMALI Waemputtange Tertinggal
290 | AMALI Amali Riattang Berkembang
291 | AMALI Tassipi Berkembang
292 | AMALI Wellulang Berkembang
293 | AMALI Benteng Tellue Berkembang
294 | AMALI Tacipong Berkembang
295 | AMALI Laponrong Berkembang
296 | AMALI Ajanglaleng Berkembang
297 | AMALI Tocinnong Tertinggal
298 | AMALI Bila Berkembang
299 | TELLU LIMPOE Tellang Kere Tertinggal




300 | TELLU LIMPOE Lagori Tertinggal

301 | TELLU LIMPOE Gaya Baru Berkembang

302 | TELLU LIMPOE Tapong Sangat Tertinggal
303 | TELLU LIMPOE Sadar Sangat Tertinggal
304 | TELLU LIMPOE Tondong Tertinggal

305 | TELLU LIMPOE Samaenre Sangat Tertinggal
306 | TELLU LIMPOE Bonto Masunggu Tertinggal

307 | TELLU LIMPOE Pallawa Tertinggal

308 | TELLU LIMPOE Polewali Tertinggal

309 | TELLU LIMPOE Batu Putih Tertinggal

310 | BENGO Samaenre Berkembang

311 | BENGO Tungke Berkembang

312 | BENGO Selli Tertinggal

313 | BENGO Bengo Tertinggal

314 | BENGO Mattaropuli Berkembang

315 | BENGO Lili Riawang Tertinggal

316 | BENGO Walimpong Berkembang

317 | BENGO Bulu Allaporenge Tertinggal

318 | BENGO Mattirowalie Tertinggal

319 | PATIMPENG Patimpeng Berkembang

320 | PATIMPENG Latellang Tertinggal

321 | PATIMPENG Maddenreng Pulu Tertinggal

322 | PATIMPENG Masago Berkembang

323 | PATIMPENG Batu Lappa Tertinggal

324 | PATIMPENG Paccing Berkembang

325 | PATIMPENG Massila Berkembang

326 | PATIMPENG Talabangi Tertinggal

327 | PATIMPENG Pationgi Tertinggal

328 | PATIMPENG Bulu Ulaweng Tertinggal
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